N

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

omor SOP OS/ORT.06—SOP.KU/6 171/Sek-

Tgl
Pembuatan

Tgl Revisi |

Tal
Pengesahan

Disahkan
oleh ;
Nama SOp

Kot/1/2021
Sek'r%etari;'s KPU Kota Pontianak

W4\

ANA SUARDIANA, SH
Pengajuan Hibah Daerah Non
Pemilihan Gubernyr dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Wali

Kota

Kualifikasj Pelaksang

Dasar Hukum -
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 |1. Memahami Peraturan berundang-

tentang Hibah Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.05 /2021 tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

230/PMK.05/20 11
Hibah.

tentang  Sistem Akuntansi

Perbendaharaan
Direktorat Jenderal
Kalimantan Barat.

Kantor
Berbendaharaan Provinsi

& Reterkaitan ___Peralatan/Perlengkapan |
Peringatan:

undangan tentang hibah daerah.

Peralatan/Perlen gapan
1. Dokumen permohonan hibgh
2. Komputer printer/scanner
Pencatatan dan Pendataan:

Berkas permohonan hibah daerah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Biro Perencanaan
dan Organisasi -
Menerima Surat

Usulan Anggaran Hibah
Daerah Non Pemilihan

Biro Perencanaan
2
Membuat Nota Dinas ke
Inspektorat untuk Permohonan
Reviu Usulan Anggaran Hibah

Daerah Non Pemilihan

3 @D

Menerima Nota Dinas

4

Hibah Daerah Non Pemil

Inspektorat, Biro Perencanaan
dan organisasi, KPU Daerah

Melakukan Penelaahan Usulan
Anggaran Hibah Daerah
Non Pemilihan

5 @D

Membuat Laporan Hasil
Reviu untuk diserahkan
ke Biro Perencanaan dan
Organisasi

I Biro Perencanaan
dan Organisasi

Membuat Surat Persetujuan
Tanggapan Hasil Reviu
Usulan Anggaran Hibah
Daerah Non Pemilihan

7 XD

Menerima Surat
Persetujuan Tanggapan
Usulan Anggaran Hibah
Daerah Non Pemilihan

8 KPU Daerah

Menyampaikan Usulan Anggaran
Hibah yang telah disetujui KPU
kepada Pemerintah Daerah
untuk dibahas bersama

Permohonan Reviu Anggaran

1

i KPU Menerima

i Usulan Anggaran

i Hibah Daerah Non Pemilihan
I

i
I
|
1
1
!
1
I
1
I
i
i KPU melakukan pembahasan dan
1 penelaahan usulan anggaran Hibah
i Daerah Non Pemilihan, melibatkan
i satker untuk konfirmasi dan
5 perbaikan data dukung
ihan |
1
E
I
1
i
1
1
1

KPU mengeluarkan persetujuan usulan
Hibah Daerah Non Pemilihan
sebagaimana hasil pembahasan dan
Reviu yang disampaikan oleh

APIP KPU

i KPU Menyampaikan tanggapan

i persetujuan usulan anggaran

i Hibah Daerah Non Pemilihan

i kepada satker yang mengusulkan

Satker menyampaikan hasil persetujuan
dan membahas usulan Daerah Hibah

Non Pemilihan dengan Pemerintah Daerah
(PEMDA)



